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BAB III 

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

  Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang 

tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam 

menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan 

yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan 

mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri,  Peraturan Daerah maupun 

Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari 

sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan 

melalui target Pendapatan Daerah dan realisasinya, maupun dilihat dari 

efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung 

dan belanja langsung.  

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang 

berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2012 

telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan 

dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan 

pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan 

meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan 

pembiayaan. 

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan  

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan 

daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana 
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Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang 

sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik 

jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan 

ekstensifiksi sumber penerimaan yang baru,  apalagi di dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa 

untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak 

memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2011 

Pemerintah Provinsi Jambi tidak membuat kebijakan terhadap 

sumber penerimaan baru, akan tetapi lebih mengintensifkan 

terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya 

yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan 

khususnya dari sektor Pajak Daerah pada tahun sebelumnya 

2011 adalah sebagai berikut : 

1. Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah dan Tarif yang 

diatur didalamnya terdiri dari :  

 Pajak Kendaraan Bermotor 

 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 Pajak Air Permukaan 

 Pajak Rokok 

2. Penerapan Samsat Keliling, dimana Samsat Keliling ini adalah 

bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh petugas Samsat 

di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota untuk mendekati Wajib 

Pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).  
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3. Pembentukan Pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, 

pada Tahun 2011 telah dibangun 4 (empat) pos Pelayanan 

Pajak Kendaraan Bermotor yakni : 

 Pos Pelayanan di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo 

 Pos Pelayanan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro 

Jambi 

 Pos Pelayanan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten 

Muaro Jambi 

 Pos Pelayanan di Kecamatan Tempino Kabupaten Muaro 

Jambi 

4. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, adalah suatu upaya 

untuk menghapuskan pajak dan denda terhadap Subjek 

Pajak Kendaraan Bermotor, yang diatur dalam Peraturan 

Gubernur Nomor. 2 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan 

Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011. Pelaksanaannya 

selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari sampai dengan 

bulan Juni 2011. Hal ini berdampak positif terhadap 

penerimaan pajak tersebut, yaitu terealisasi sebesar 

Rp46.838.816.702,00 dan ini memberikan kontribusi yang 

sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

5. Pelaksanaan Pajak Progresif, yang bertujuan untuk : 

 Menjaring Bea Balik Nama bagi pemilik kendaraan 

bermotor yang lebih dari satu (BBN-II). 

 Meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

Perhitungan besaran jumlah pajak yang terhutang diatur 

dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011, 

tentang Pajak Daerah. Pajak Progresif ini mulai dilaksanakan 

pada 1 Agustus 2011.  

6. Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Luar Daerah, dengan 

tarif 0% mulai dilaksanakan tanggal 1 November 2011 

sampai dengan 31 April 2012. 
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7. Razia rutin kendaraan bermotor, kegiatan ini dilaksanakan 

oleh Tim dari Dinas Pendapatan Provinsi Jambi bekerjasama 

dengan kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Hal ini akan 

membawa dampak positif terhadap penerimaan pendapatan 

dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-II. Dalam 

pelaksanaannya Tim menjaring pemilik kendaraan yang tidak 

patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan 

kendaraan dengan nomor polisi luar Provinsi Jambi yang 

beroperasi di Provinsi Jambi.  

Dengan tetap menjalankan kebijakan sebagaimana 

tersebut, maka untuk menjaga kesinambungan peningkatan 

pendapatan daerah pada tahun 2012 diambil langkah-langkah 

kebijakan strategis yang antara lain meliputi, pertama; 

melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi penerimaan 

baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, kedua; 

melakukan updating data sebagaimana yang disyaratkan untuk 

peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber 

Dana Alokasi Umum, ketiga;  meningkatkan koordinasi dengan 

Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan yang bersumber 

dari Dana Perimbangan, keempat; mendorong Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pedapatannya, terutama 

yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah 

diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan 

terhadap pendapatan daerah, hal ini tercermin dari 

meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya 

pada sisi pajak daerah selama tahun 2012.  
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3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan  

Selama tahun 2012 pendapatan daerah memperlihatkan 

peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat 

dari realisasi pendapatan yang mengalami peningkatan sebesar 

122,08% dari target yang telah ditetapkan sebesar 

Rp2.181.289.285.429,00  terealisasi sebesar 

Rp2.662.866.047.836,17. Jika dibandingkan dengan tahun 

2011, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi meningkat 

sebesar 28,10% yaitu dari Rp2.078.806.913.790,83 pada tahun 

2011 menjadi Rp2.662.866.047.836,17 pada tahun 2012. 

Peningkatan pendapatan atau pelampauan target 

pendapatan pada tahun 2012 tersebut, terdapat pada 

pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar 132,14 persen 

atau melebihi target sebesar Rp242.101.069.173,94 dari target 

yang ditetapkan sebesar Rp753.366.207.083,00. Untuk 

pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terjadi 

pelampauan target sebesar 123,53 persen dari target yang 

telah ditetapkan sebesar Rp1.085.733.978.686,00. Sementara 

untuk realisasi pendapatan yang sumber dari lain-lain 

Pendapatan Daerah yang sah hanya mencapai  95,33 persen 

dari target yang telah ditetapkan sebesar 

Rp342.189.099.660,00. 

Dari total pendapatan Provinsi Jambi pada tahun 2012 

yang mencapai Rp2.662.866.047.836,17, masih terlihat bahwa 

Dana Perimbangan masih menjadi sumber pendapatan utama 

daerah, dimana sebesar 50,37 persen atau sebesar 

Rp1.341.202.292.809,23 pendapatan Provinsi Jambi bersumber 

dari Dana Perimbangan. Sedangkan pendapatan yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi 

terhadap total pendapatan sebesar 37,38 persen atau sebesar 
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Rp995.467.276.256,94, sementara pendapatan yang bersumber 

dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memberikan 

kontribusi sebesar  12,25 persen atau sebesar 

Rp326.196.478.770,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1.Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-

2012 

Perubahan
(%)

1
Target 641.658.215.660,00 753.366.207.083,00 17,41
Realisasi 984.232.579.912,83 995.467.276.256,94 1,14
Lebih (Kurang) 342.574.364.252,83 242.101.069.173,94
Realisasi (%) 153,39 132,14

2
Target 951.272.564.020,00 1.085.733.978.686,00 11,24
Realisasi 1.050.472.119.996,00 1.341.202.292.809,23 24,74
Lebih (Kurang) 99.199.555.976,00 255.468.314.123,23
Realisasi (%) 110,43 123,53

3
Target 18.000.000.000,00 342.189.099.660,00 1.801,05
Realisasi 19.366.613.882,00 326.196.478.770,00 1.584,32
Lebih (Kurang) 1.366.613.882,00 -15.992.620.890,00
Realisasi (%) 107,59 95,33

Target 1.635.666.379.680,00 2.181.289.285.429,00 33,36
Realisasi 2.078.806.913.790,83 2.662.866.047.836,17 28,1
Lebih (Kurang) 443.140.534.110,83 481.576.762.407,17
Realisasi (%) 127,09 122,08

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan Daerah

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi
*) Data Sementara

No Pendapatan 2011 2012*)

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

 

Dari Tabel 3.1 tersebut, memperlihatkan bahwa 

peningkatan terbesar pendapatan bersumber dari Lain-lain 

Pendapatan Yang Sah sebesar 1.584,32 persen, hal ini 

disebabkan karena pada Tahun 2012 Dana Bantuan Operasional 

Pendidikan (BOS) dijadikan sumber pendapatan sedangkan 

pada tahun 2011 BOS tidak menjadi sumber pendapatan 
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provinsi, akan tetapi merupakan dana transfer ke 

kabupaten/kota. Selanjutnya peningkatan yang relatif besar 

juga terjadi pada pendapatan yang bersumber dari Dana 

Perimbangan yaitu sebesar 24,74 persen, sementara 

peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar 1,14 

persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, relatif 

rendahnya peningkatan PAD tersebut salah satunya merupakan 

dampak dari kebijakan Pemerintah yang menurunkan tarif Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dari 7,5 persen 

menjadi 5 persen. Sehingga kebijakan ini secara signifikan 

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap rendahnya 

realisasi pendapatan yang bersumber dari PAD. 

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah Daerah 

Secara umum pendapatan pajak daerah masih 

memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dari total PAD sebesar 

Rp995.467.276.255,94,- diperoleh dari pendapatan yang 

bersumber dari pajak daerah sebesar Rp808.258.511.161,00 

atau sebesar  81,19 persen disumbang oleh pajak daerah. 

Seterusnya secara berurutan PAD bersumber dari lain-lain PAD 

yang sah sebesar Rp143.821.253.562,22  atau setara dengan  

14,45 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah memberikan 

sumbangan sebesar Rp29.984.605.701,72  atau sebesar  3,01 

persen, sedangkan pendapatan yang bersumber dari hasil 

retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 

Rp13.402.905.831,00  atau sebesar  1,04 persen. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini. 
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Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2011 – 2012  

 

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa, secara total 

terjadi peningkatan PAD dari tahun 2012 jika dibandingkan 

dengan 2011. Pada tahun 2012 realisasi PAD Provinsi Jambi 

meningkat sebesar 1,14 persen jika dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2011. Sementara untuk pajak daerah pada 

Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 3,65 persen jika 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2011. Akan tetapi untuk 

sumber pendapatan lainnya mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Untuk PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar  38,16 persen. 

Hasil retribusi daerah meningkat sebesar  31,46 persen dan 

untuk lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar  26,73 persen. 

3.1.2.2 Dana Perimbangan 

Selama tahun 2012 penerimaan dari Dana perimbangan 

yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah 

terealisasi sebesar Rp1.341.202.292.809,23 atau mencapai 

123,53 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 

Rp1.085.733.978.686,00. Dari tiga sumber tersebut, 

pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bukan pajak 

mengalami pelampauan target yang cukup tinggi jika 
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diabndingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dimana 

pada tahun 2012 target penerimaan yang bersumber dari bagi 

hasil pajak/bukan pajak ditetapkan sebesar 

Rp321.108.416.686,00  terealisasi sebesar 

Rp576.140.512.809,23 atau terealisasi sebesar 179,42 persen. 

Sementara untuk sumber lainnya relatif sama antara realisasi 

dan target yang telah ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini. 

Table 3.3 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 

2011-2012 

 

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa sama dengan 

tahun sebelumnya, dana alokasi umum memberikan porsi yang 

tertinggi dari penerimaan dana perimbangan Provinsi Jambi, 

yaitu sebesar 54,57 persen, selanjutnya adalah bagi hasil 

pajak/bukan pajak sebesar 42,96 persen dan dana alokasi 

khusus sebesar 2,47 persen. Selanjutnya Tabel 3.3 tersebut 

juga menunjukkan secara total terjadi peningkatan sebesar 

24,74 persen penerimaan yang bersumber dari dana 

perimbangan. Peningkatan tertinggi terjadi pada dana alokasi 

khusus yaitu sebesar 33,85 persen, dana alokasi umum 

meningkat sebesar 25,36 persen dan untuk bagi hasil 

pajak/bukan pajak menigkat sebesar 23,48 persen. 
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3.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Pada tahun 2012 penerimaan yang bersumber dari lain-

lain pendapatan yang sah untuk Provinsi Jambi ditargetkan 

sebesar Rp342.189.099.660,00 dan terealisasi sebesar 

Rp325.566.478.770,00 atau sebesar  95,14 persen. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. 

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang 

Sah Tahun 2010-2011  

 

 

 

 

3.1.3 Pembiayaan 
 

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi 

Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan 

pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan 

pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan 

kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan 

penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan 

terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana 

cadangan dan penyertaan modal/investasi.  

Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan 

pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan 

selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah 

merupakan surplus/defisit belanja. 
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Dari sisi penerimaan pembiayaan pada tahun 2011 diperoleh 

dari SiLPA tahun lalu (Tahun Anggaran 2010) sebesar 

Rp303.260.384.896,35, sedangkan penerimaan penyertaan 

modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang 

tidak terjadi transaksi. Sementara untuk tahun 2012 (data 

sementara), penerimaan pembiayaan sebesar 

Rp585.565.934.444,85. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 

3.5 berikut ini. 

Tabel 3.5. Perkembangan Pembiayaan Periode 2011-2012 

Target Realisasi Target Realisasi
Surplus/(Defisit) 303.260.384.056,35) 328.565.057.630,50 -585.283.394.444,85 104.407.860.180,71
Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan 353.260.384.056,35 353.260.384.896,35 631.825.442.526,85 31.817.442.526,85

SiLPA tahun anggaran 
Sebelumnya

353.260.384.056,35 353.260.384.896,35 631.825.442.526,85 631.817.442.526,85

Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah

50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 46.541.508.082,00 46.251.508.082,00

Penyertaan Modal 
(Investasi) Pemerintah 
Daerah

50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 40.290.000.000,00 40.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang                                    - 6.251.508.082,00 6.251.508.082,00
Pembiayaan Netto 303.260.384.056,35 303.260.384.896,35 585.283.934.444,85 585.565.934.444,85
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun 
berkenaan

                                    - 631.825.442.526,85                                        - 689.973.794.625,56

Uraian
2011 2012*)

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi
*) Data Sementara

 

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa untuk kurun waktu 

Tahun 2011 terdapat surplus pada APBD Provinsi Jambi sebesar 

Rp328.565.057.630,50 yang merupakan selisih pendapatan 

Rp2.078.806.913.790,83 dengan jumlah belanja baik yang 

bersumber dari belanja langsung dan maupun belanja tidak 

langsung sebesar Rp1.750.241.856.160,33. Sedangkan untuk 

tahun 2012 surplus APBD Provinsi Jambi berjumlah 

Rp104.407.860.180,71 yang merupakan selisih antara 

pendapatan Rp2.662.866.047.836,17 dengan belanja 

Rp2.558.458.187.655,46. 
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3.2  PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 

3.2.1   Kebijakan Umum Keuangan Daerah  

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 

rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam      

1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta 

merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai 

tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik 

tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan 

pembiayaan namun lebih dari itu harus  dapat memberikan 

informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang 

akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur 

pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah 

dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintah daerah. 

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam 

pelaksanaan APBD pada dasarnya merupakan instrumen untuk 

terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang 

terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah 

dengan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan 

Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. 

3.2.2   Target dan Realisasi Belanja 

Program Prioritas Pembangunan sebagaimana telah 

ditetapkan sebelumnya yang dijabarkan dalam APBD Provinsi 

Jambi dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional 

kepada seluruh SKPD dengan satuan standar tertinggi. Pada 

tahun 2012 untuk total belanja ditargetkan 

Rp2.766.573.219.873,85 yang terdiri dari target Belanja Tidak 
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Langsung sebesar Rp1.295.848.887.154,85 atau setara dengan 

46,84 persen dari total target belanja sedangkan untuk target 

Belanja Langsung sebesar Rp1.470.724.332.719,00 atau setara 

dengan 53,16 persen dari total target belanja.  

Dari total target sebesar Rp2.766.573.219.873,85 

tersebut, terealisasi sebesar Rp2.558.458.187.655,46 atau 

terealisasi 92,48 persen, dimana untuk realisasi Belanja Tidak 

Langsung terealisasi sebesar Rp1.194.875.358.485,46 atau 

setara dengan 46,70 persen dan untuk Belanja Langsung 

Rp1.363.582.829.170,00 atau setara dengan 53,30 persen, 

selanjutnya jika dibandingkan antara target dan realisasi baik 

untuk Belanja Tidak Langsung  maupun untuk Belanja Langsung 

pada tahun tahun 2012 menunjukkan perencanaan 

penganggaran yang relatif cukup baik, dimana realisasi Belanja 

Tidak Langsung mencapai tingkat realisasi sebesar 92,21 

persen, begitu juga dengan tingkat realisasi Belanja Langsung 

yang mencapai 92,72 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 3.6 berikut.    

Tabel 3.6  Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011–2012 

1. Belanja Tidak Langsung
   Target (Rp) 809.763.763.276,35 1.295.848.887.154,85 60,03
   Realisasi (Rp) 760.339.471.745,83 1.194.875.358.485,46 57,15
   Lebih/Kurang (Rp) -49.424.291.530,52 -100.973.528.669,39
   Realisasi (%) 93,9 92,21

2. Belanja Langsung
   Target (Rp) 1.129.163.000.460,00 1.470.724.332.719,00 30,25
   Realisasi 989.902.384.414,50 1.363.582.829.170,00 37,75
   Lebih (kurang) -139.260.616.045,50 -107.141.503.549,00
   Realisasi    (%) 87,67 92,72

Jumlah Belanja 
   Target (Rp) 1.938.926.763.736,35 2.766.573.219.873,85 42,69
   Realisasi 1.750.241.856.160,33 2.558.458.187.655,46 46,18
   Lebih (kurang) -188.684.907.576,02 -208.115.032.218,39
   Realisasi    (%) 90,27 92,48

NO BELANJA 2011 2012*)  Perubahan 
(%) 

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi
* Data sementara  
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Selanjutnya tabel di atas juga memperlihatkan bahwa terjadi 

peningkatan anggaran yang cukup besar pada Belanja Tidak 

Langsung, jika Belanja Tidak Langsung tahun 2011 ditargetkan 

sebesar Rp809.763.763.276,35 meningkat sebesar 60,03 

persen atau meningkat sebesar Rp1.295.848.887.154,85. 

Sedangkan realisasinya juga meningkat dari 

Rp760.339.471.745,83 pada tahun 2011 menjadi 

Rp1.194.875.358.485,46 atau setara dengan 57,15 persen 

pada tahun 2012.  

 

Selanjutnya dari total anggaran tersebut, untuk 

penyelenggaraan urusan wajib dianggarkan sebesar 

Rp2.594.590.259.211,85 dengan tingkat realisasi sebesar 

Rp2.399.665.054.772,46 atau setara dengan  92,49 persen dan 

untuk urusan pilihan dianggarkan sebesar 

Rp171.982.960.662,00 yang terealisasi Rp158.793.132.883,00 

atau setara dengan  92,33 persen. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.7berikut ini. 

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Dirinci Perurusan 

Tahun 2012 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Urusan Wajib pada tahun 2012 

sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3.11 di atas, dari rata-

rata realisasi sebesar 92,49 persen tersebut, Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi merupakan unit kerja dengan tingkat realisasi 

tertinggi, yaitu sebesar 100,11 persen dan Badan Kepegawaian 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

Urusan Wajib 2.594.590.259.211,85     2.399.665.054.772,46    92,49               
Urusan Pilihan 171.982.960.662,00         158.793.132.883,00        92,33               

Jumlah 2.766.573.219.873,85     2.558.458.187.655,46    92,48               

Sumber : Biro Keungan Setda Provinsi Jambi (Data Diolah)
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Daerah dengan tingkat realisasi terendah, yaitu sebesar 80,14 

persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar di 

bawah ini. 

Gambar 3.1 Grafik Realisasi Pelaksanaan Anggaran Urusan 

Wajib Tahun 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi (Data Diolah) 

Gambar di atas memperlihatkan bahwa terdapat 6 (enam) unit 

kerja yang tingkat realisasinya berada di bawah rata-rata atau 

dengan tingkat realisasi di bawah 90,00 persen. Sementara 

untuk realisasi di atas 95,00 persen terdapat pada 7 (tujuh) 

SKPD. Untuk lebih lengkapnya realisasi Anggaran Belanja 

Urusan Wajib untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada 

Tabel 3.8 di bawah ini. 
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Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib per SKPD Tahun 2012 
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 Sementara untuk Belanja Urusan Pilihan dari anggaran yang tersedia 

sebesar Rp171.982.960.662,00 dengan tingat reaslisasi 92,33 persen 

atau setra dengan Rp158.793.132.883,00, maka SKPD dengan realisasi 

terrendah adalah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 87,83 

persen dan SKPD dengan realisasi tertinggi adalah Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dengan tingkat realisasi sebesar 99,01 persen. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini. 

Gambar 3.2 Grafik Realisasi Pelaksanaan Anggaran Urusan Pilihan 

Tahun 2012 

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi (Data Diolah) 

Gambar di atas memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) unit kerja 

yang tingkat realisasinya berada di bawah rata-rata atau dengan 

tingkat realisasi di bawah 92,00 persen. Sementara untuk realisasi di 

atas 92,00 persen terdapat pada 7 (tujuh) SKPD. Untuk lebih 

lengkapnya realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib untuk masing-

masing SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini. 
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Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pilihan per SKPD Tahun 2012 

 

 

 

 

 

 



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi  

Tahun Anggaran 2012 Halaman - 56 
 

3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung  

 

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja 

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil 

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan 

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja tidak terduga. 

Secara total belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Jambi 

tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp1.295.848.887.154,85 dan 

terealisasi sebesar Rp1.194.875.358.485,46 atau setara dengan 

92,21 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 

di bawah ini. 

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 

Tahun 2012 

 

 

 

 

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa untuk belanja 

bagi hasil kepada Kabupaten/Kota menunjukkan tingkat realisasi 

yang tinggi, yaitu sebesar 97,56 persen dari total anggaran 

sebesar Rp306.383.149.636,65 dan untuk belanja tidak terduga 

merupakan belanja dengan tingkat realisasi terendah, yaitu 

sebesar 23,94 persen dari total anggaran sebesar 

Rp10.000.000.000,00. Selanjutnya jika kita lihat proporsi 

anggaran belanja tidak langsung tersebut, diketahui bahwa 

belanja pegawai merupakan jenis belanja dengan proporsi 
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anggaran terbesar, yaitu sebesar 36,84 persen atau sebesar 

Rp477.413.747.518,00 dari total anggaran pada tahun 2012 

yaitu sebesar Rp1.295.848.887.154,65. 

Selanjutnya jika dibandingkan belanja tidak langsung pada 

tahun 2012 dengan tahun 2011, secara total terjadi peningkatan 

alokasi anggaran sebesar 60,03 persen dari 

Rp809.763.763.276,35 pada tahun 2011, meningkat pada tahun 

2012 menjadi Rp1.295.848.887.154,65. Secara signifikan 

peningkatan pada belanja tidak langsung terdapat pada belanja 

hibah dan belanja bantuan keuangan. Peningkatan ini pada 

dasarnya merupakan dampak dari diserahkan berbagai urusan 

pembangunan yang penanganannya merupakan kewenangan 

dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan didaerahkannya anggaran 

untuk pelaksanaan Program SAMISAKE kepada Kabupaten/Kota. 

Disisi lain, terjadi penurunan alokasi anggaran belanja tidak 

langsung untuk belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga 

sebagaimana tertera pada tabel di atas. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini. 

Tabel. 3.11 Angaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 

2011-2012 
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3.2.2.2  Belanja Langsung  

Komponen utama Belanja langsung yaitu belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang 

merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan 

setiap tahunnya. Proporsi anggaran belanja langsung untuk 

tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp1.470.724.332.719,00 

dari total belanja Rp2.766.573.219.873,85 atau setara dengan 

53,16 persen dari total anggaran belanja daerah.  

Jika dibandingkan antara anggaran belanja langsung 

tahun 2011 dengan tahun 2012, terjadi peningkatan alokasi 

sebesar 30,25 persen dari Rp1.129.163.000.460,00 pada 

tahun 2011 meningkat menjadi Rp1.470.724.332.719,00 pada 

tahun 2012. Dari total tersebut, untuk belanja pegawai 

meningkat sebesar  22,01 persen, belanja barang dan jasa 

meningkat  48,27 persen dan untuk belanja modal meningkat 

sebesar  18,17 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 3.12 di bawah ini. 

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun      

2011-2012 

 

 

 

 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa proporsi alokasi 

anggaran untuk jenis belanja barang dan jasa meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana untuk tahun 

2012 dialokasikan sebesar 44,73 persen dan meningkat 

dibandingkan dengan tahun 2011 yang dialokasikan sebesar 



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi  

Tahun Anggaran 2012 Halaman - 59 
 

39,29 persen. Sementara untuk belanja pegawai terjadi 

penurunan dari 6,51 persen pada tahun 2011 dan menurun 

pada tahun 2012 menjadi 6,09 persen, begitu juga dengan 

belanja modal terjadi penurunan alokasi anggaran dari 54,20 

persen pada tahun 2011 menurun menjadi 49,18 persen di 

tahun 2012. 

Selanjutnya dari total belanja langsung terebut, 

dialokasikan untuk belanja langsung sebesar 93,19 persen 

atau setara dengan Rp1.370.577.094.389,00 dan sebesar 

Rp100.147.238.330,00 dialokasikan untuk belanja tidak 

langsung atau setara dengan 6,81 persen. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini. 

Tabel 3.13 Rincian Belanja Langsung Tahun 2012  

 

Selanjutnya tabel di atas juga memperlihatkan bahwa 

dari total belanja langsung tersebut, sebesar 6,09 persen atau 

setara dengan Rp89.630.370.020,00 dialokasikan untuk 

belanja pegawai, dan sebesar  44,73 persen atau setara 

dengan Rp657.840.900.069,00 dialokasikan untuk belanja 

barang dan jasa, serta sebesar  49,18 persen atau setara 

dengan Rp723.253.062.630,00 dialokasikan untuk belanja 

modal. 

Dari total anggaran belanja langsung urusan wajib 

sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 3.13 tersebut, 

secara total realisasi anggaran urusan wajib terealisasi 

sebesar Rp1.272.960.577.355,00 atau setara dengan 92,88 
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persen. Sementara untuk urusan pilihan dari total anggaran 

yang dialokasikan sebesar Rp100.147.238.330,00 atau 

terealisasi sebesar  90,49 persen. Untuk lebih lengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini. 
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Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012 
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Lanjutan. 
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Lanjutan. 
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Lanjutan. 
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Lanjutan. 
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Lanjutan 
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Lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


